
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dasar hukum Majelis Hakim Mengabulkan sebagian Gugatan PT. Bojong 

Westplas (Penggugat) dalam Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL, 

yaitu adanya permohonan untuk peletakkan sita jaminan terhadap perkara 

perdata sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR ayat (1), pada dasarnya 

pokok permasalahan tersebut yaitu masalah ingkar janji/wansprestasi 

antara PT. Bojong Westplas dengan PT. Cipta Graha Bengkulu 

berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

serta ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa secara alamiah tidaklah 

mungkin terjadinya perjanjian jual beli hanya dilakukan oleh satu 

orang/pihak saja. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan 

“mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan 

berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara 

ini serta menyatakan menurut hukum Para Tergugat mempunyai hutang, 

kepada Penggugat atas barang pesanan sebesar Rp. 54.326.749 (lima puluh 

empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan 

rupiah). 

 Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memutus 

perkara Nomor : 21/Pdt.G/PN.BKL sudah memenuhi nilai-nilai dasar 



 

hukum sebagai tujuan hukum, yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan. 

2.  Faktor penghambat yang ditemui dalam peletakan sita jaminan terhadap 

perkara perdata nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL yaitu pihak tergugat 

merasa bahwa harta benda yang tersebut dalam sita jaminan berupa seluruh 

isi barang-barang dagangan yang berada di dalam rumah toko yang terletak 

di jalan May. Jend Sutoyo nomor 4 dan 5 Tanah Patah kota Bengkulu tidak 

pernah dijadikan jaminan dalam melakukan kegiatan bisnis atau perikatan 

kepada PT. Bojong Westplas (penggugat) sehingga pihak tergugat (tersita) 

tidak bersedia melaksanakan perintah penyitaan, namun pihak tersita wajib 

melaksanakan putusan yang telah incracht dan menyerahkan barang-

barang yang tersita tersebut sesuai dengan berita acara sita jaminan nomor : 

21/BA.CB/Pdt.G/2009/PN.BKL. 

B. Saran  

1. Hendaknya Putusan Majelis Hakim tentang sita jaminan (conservatoir beslag) 

dapat dipahami oleh masyarakat umum. 

2 . Hendaknya Aparat Penegak Hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa sita jaminan dapat 

dilakukan peletakkannya pada saat gugatan diajukan.   
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